Bahwa sesungguhnya kemerdekaan fal}
:aEah ‘hak segala bangsa dan oleh sebab. jty,
maka pen;a;ahan di ‘atas dunia harus di-
hapuskan karena ‘tidak sesuai dengan peri-
kemanusman dan peri-] keadsian '

Demlklan bunyi alinea E{esa[u pembukaan
Undang undang Dasar  Republik  Indonesia
1945. Ada. tiga alinea lagi dalam pembukaan
UUD RI 1945 yang menjiwai isi 37 pasal dan 4
pasal aturan peralihan serta 2 aturan tambahan
datam batang tubuh UUD RI 1945,

Sebagai hukum dasar, UUD RI 1945 me-
rupakan sumber hukum dari setiap produk
hukum dan bahkan setiap tindakan kebijak-
sanaan pemerintah haruslah berlandaskan dan
bersumber padanya yang akhirnya dapat di-
pertanggungjawabkan - pada  keteniuan-ke-
tentuan UUD RI 1945. :

Hak dan kewajiban warga negara/pen-
duduk/masyarakat diatur dalam UUD RI 1945
pada pasal-pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34 UUD RI 1945,

Jelasnya secara yuridis formal hak asasi
manusia telah diakui sejak Republik Indonesia
berdiri. Babkan Presiden RI, melalui ke-
wenangannya sesuai pasal 4 (1) UUD RI 1945
telah mengeluarkan Keppres No. 50 Th. 1993
Tgl. 7 Juni 1993, 1entang Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia. Dalam pertimbangan Keppres
No. 50 Th. 1993 disebutkan antara lain:

| Olehr Mayor Polisi Drs. Untung $. Rajab ST,

maupun sumbangannya kepada - masya—
rakat, negara dan dunia, e

b. Bahwa bangsa Indonesia: sebagai’ bagtan
dari masyarakat antar bangsa, meng-
hormati piagam PBB dan Deklarasi Uni-
versal Hak Asasi Manusia PBB. '

¢ Bahwa untuk memajukan dan melindungi
hak asasi manusia tersebut dan sesuai
dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan
atas hukum, maka pelaksanaannya' perlu
ditingkatkan dan dimantapkan.

d. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut
di atas dipandang pertu membentuk suatu
komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Kegiatan Komisi Nasional HAM antara lain

memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM

serta - memberikan pendapat, pertimbangan
dan saran kepada badan pemerintah negara
mengenat pelaksanaan HAM.

TUGAS PGLRI

Tugas dan kewenangan Polii sebagai alat
negara penegak bukum diatur dalam UU Ne.
13 Th. 1961 dan UU No. 8 Th. 1981, serta UU
No. 20 Th. 1982,

Dalam UU No. 13 Th. 1961 secara jeias
disebutkan bahwa Kepolisian Negara dalam
menjalankan tugasnya selalu menjunjung ting-
gi hak-hak asasi Rakyat dan hukum negara
(pasal 1 ayat 2). Pasal 13 UU No. 13 Th. 1961,

4 BATWaTSeSURERUNTIVA T manusa - Sehagat
ciptaan Tuban YME yang hidup  ber-
masyarakat, berbangsa dan bernegara di-
anugerahi  hak-hak asasi untuk  dapat
mengembangkan  diri pribadi, peranan,
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mengatur kewenangan Polnt yang  schagian
berbenturan dengan HAM, namun dalam pasal
tersebut di atas secara hasfiah masih disebut-
kan apgar penggunaan wewenang tersebut se-
nantizsa  mengindahkan  norma-norma ke-




: '-'agamaan peri-kemanusiaan, kesopanan dan
kesusilaan, Tugas Polri dalam UU No. 20 Th.
'1982 tercantum pada pasal 30 ayat 4.
Seharang permasalahaanya adalah bagai-
mana -Polri melaksanakan tugas-tugasnya de-
'ngan menggunakan kewenangannya namun
‘dapat diterima oleh masyarakat. Jawabnya ten-

“tu.tidak sederhana, karena dapat menyangkut

beberapa aspek
- Pertama, anggota Polri harus memaham:
tugas -dan, kewajibannya yang telah diatur

“dalam’ perundang undangan dan- ketentuan

lain seperti Juklak, Juknis dan fain-lain, De-
" “mikian juga anggota Polri harus memahami
“norma-norma yang hidup dan berlaku dalam
masyarakat, Sehingga dalam menggunakan
kewenangannya dapat dipahami dan dstenma
oleh masyarakat.

-2 Kedua,. masyarakat harus melek hukum
bahwa . sebagian haknya telah diberikan ke-
"pada negara untuk mengatur -dirinya. Aturan

tersebut berupa rambu-rambu yang harus d:— SR
taati dan tidak boleh dilanggar. Apabila masya-'_: '

rakat melanggar rambu-rambu ‘berupa pe-
undang-undangan maka iz akan berhadapan ™ -
dengan aparat penegak hukum antara lam'-_ i

Polri. SR
Dua kepentingan inilah memerlukan ke- o

~seimbangan, apabila terjadi ketidakseimbang:. -
“an, :maka terjadilah permasalahan tersebut di .
“atas. Keseimbangan yang diharapkan adalah, - T
Polri melaksanakan tugas dan kewa;:bannya-_f'
~secara benar dan apik. Sedangkan masyarakat' S
dapat menerima tindakan Polri sebagai aiat

negara penegak hukum.

Dengan demikian tidak akan diketemukan
lagi penangkapan tanpa surat perintah, atau
pemeriksaan terhadap tersangka disertai peng-
aniayaan. Wathasil masyarakat merasa puas
mendapat. pelayanan dari Polri,

Bagaimana menciptakan  keseimbangan
inilah tantangan kita sebagai insan Polri, '

seperti kytu di tanak.

Tuhan teloh menciptakan sayap bagi rofimu agar dapat terbang di an‘g{a;a Cinta dan
Kebebasan. Sungguh sayang jike sayap itu keutanggalign, sehingga rofumu merangfak,

Hendaf nendekpsi Tuhan ? Dekgtilahi rafyat.

Fawall cakayo Kgnanusisan.

Jaufikgn aly dari monusia yang berfata, "Akplnf Gin yong menerangi manusia datam
menempul perjalanannya’; tapi defptfgn afy pada manusia yong mencari jolannye i

Gibran K. Gibran
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